WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang g a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
merupakan wadah partisipasi masyarakat dan
dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan
dan merupakan mitra pemerintah Kelurahan
dalam memberdayakan masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan
pemberdayaan masyarakat, Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan perlu ditetapkan
Peraturan Walikota tentang Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Derah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2014 Nomor
244,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia  Tahun 2015 Nomor  2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyrakatan
Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 569);



10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13
Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2007 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pemekaran, Perubahan
dan Pembentukan Kelurahan dalam Daerah
Kota Banjarmasin(Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LEMBAGA

KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kota Banjarmasin.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Banjarmasin.

Kecamatan adalah adalah Kecamatan yang ada dilingkup Pemerintah
Kota Banjarmasin.

Kelurahan adalah Kelurahan yang ada dilingkup Pemerintah Kota
Banjarmasin.

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK
adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah
kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.

Pemerintahan Kelurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pemerintah Kelurahan adalah Lurah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Kelurahan.

Badan Permusyawaratan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk kelurahan berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pembangunan Kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat kelurahan.

Peraturan Kelurahan adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Kelurahan.

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga
masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat
dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang
ditetapkan oleh Lurah.

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja
Lurah dan merupakan lembaga masyarakat yang dibentuk melalui
musyawarah pengurus RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya dalam
rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan
oleh Lurah.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK
adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan
organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator,
perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing
jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah
salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM) yang di kelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk
masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna
memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada
masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk
mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya
disingkat Posyandu PTM adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang diselenggarakan oleh
masyarakat dalam kegiatan deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut
dini faktor risiko PTM secara mandiri dan berkesinambungan.

Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kegiatan
yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak
melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang
dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada ditingkat RW.

Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kegiatan
yang dilakukan sekelompok keluarga/ orang tua untuk meningkatkan
bimbingan/ pembinaan tumbuh kembang remaja secara baik dan
terarah dalam rangka membangun keluarga yang berkualitas.



19. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah kegiatan
yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan
pemberdayaan lanjut usia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM
adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari dan oleh
masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang
bertumpu pada masyarakat.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKK meliputi :

a. mendudukkan fungsi LKK sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat;

b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan kelurahan; dan

c. menjamin Kkelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan.

BAB II
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

(1) LKK dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.

(2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
memenuhi persyaratan :
a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

berkedudukan di Kelurahan setempat;

keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat kelurahan;

memiliki kepengurusan yang tetap;

memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan

tidak berafiliasi kepada partai politik.

(3) Ketentuan lebih lanjut pembentukan LKK pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Kelurahan.

moe Qoo

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1) LKK bertugas :
a. melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
c. meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, LKK mengusulkan program dan kegiatan pada pemerintah Kelurahan.



Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, LKK
mempunyai fungsi :

a.
b.
C.

d::

(2)

(2)

(3)

(4)

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah
Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;

menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan
mengembangkan hasil pembangunan partisipatif;

menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa,
partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;

meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Jenis
Pasal 6
Jenis LKK paling sedikit meliputi :
RI;
RW;

PKK dan Dasawisma;

Karang Taruna;

Posyandu;

Posbindu PTM;

BKB, BKR dan BKL; dan

. LPM.

Pemerintah Kelurahan dan masyarakat Kelurahan dapat membentuk
LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kelurahan.
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Pasal 7

RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan

huruf b bertugas :

a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;

b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan
perizinan; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

PKK dan Dasawisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf c, bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan

kesejahteraan keluarga.

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf d,

bertugas membantu Lurah dalam  menanggulangi masalah

kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Posyandu dan Posbindu PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf e dan huruf f bertugas membantu Lurah dalam peningkatan

pelayanan kesehatan masyarakat kelurahan.



(5)

(1)

(5)

BKB, BKR dan BKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
g bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan Keluarga
Berencana masyarakat kelurahan.

LPM sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, bertugas
membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait
perencanaan pembangunan kelurahan dan menggerakan masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong-
royong.

Pasal 8

Pengurus LKK terdiri atas :

a. ketua;

b. sekretaris;

c. bendahara; dan

d. anggota atau bidang seusai kebutuhan.

Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Lurah.

Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan

selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat

paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak

secara berturut-turut.

Pengurus LKK selain LKK RT dan RW berhenti atau diberhentikan

sebelum habis masa baktinya apabila :

a. meninggal dunia;

b. menderita sakit permanen yang mengakibatkan tidak bisa aktif

sebagai pengurus LKK;

c. tidak/kurang aktif melaksanakan tugas selaku pengurus;

d. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk kelurahan lain; dan

e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-

undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma
agama, hukum, adat istiadat, etika dan moral.

Pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya, kecuali

untuk pengurus PKK, Posyandu, Posbindu, BKB, BKR dan BKL apabila

terjadi kelangkaan yang bersedia menjadi pengurus/kader boleh
merangkap 1 (satu) LKK lainnya.

Pengurus LKK dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dipilih oleh masyarakat

setempat secara musyawarah dan mufakat.

Persyaratan pengurus LKK PKK dan Dasawisma, Karang Taruna,

Posyandu, Posbindu PTM, BKB, BKR, BKL, LPM dan LKK lainnya adalah

sebagai berikut :

a. Aspek Fisik : berbadan sehat jasmani rohani;

b. Aspek Pendidikan : baik pengurus lama maupun yang baru direkrut
berpendidikan minimal Sekolah Dasar atau sederajat dan bersedia
bekerja secara suka rela; dan

c. Aspek Administratif : tercatat sebagai penduduk kelurahan setempat
dimana LKK berada, dalam waktu sedikitnya 5 (dua) tahun tidak
pindah tempat (kelurahan lain), disetujui oleh Lurah tempat
tinggalnya.

(10) Surat Keputusan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diperbaharui setiap tahun.



BAB III
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan LKK bersumber dari :
a. Swadaya Masyarakat;

b. Donatur;

c. Swasta/ Dunia Usaha;

d. Hasil Usaha; dan

e. Pemerintah Daerah dan Pusat.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra
Pemerintah Kelurahan diwilayahnya.

(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan,
pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Pemerintah di
Kelurahan.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan melalui :

Sosialisasi;

Rapat Koordinasi;

Konsultasi;

Workshop;

Orientasi/ Pelatihan;

Lomba; dan

Penghargaan.
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11
LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Walikota ini dibuat, tetap diakui

keberadaannya sebagai LKK sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Walikota ini.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 13 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

+

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN
HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 17



